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jalanataspenggunaantenagalistrikyang disediakanolehPLN

terhadapPendapatanAsliDaerahKabupatenIndragiriHiliryaitu

UpayayangdilakukanPLNuntukmemperbanyakjumlahpelanggan

listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik

kedaerah-daerahyangbelum terjangkaulistrikataudaerah-daerah

dalam tahappembangunanmisalnya,perumahan-perumahanbaru,

rumahtoko,perkantorandanlainsebagainyaagardaerahtersebut

menggunakanlistrikuntukpeneranganyangsecaratidaklangsung

dengan menggunakan listrik kita juga telah membayarpajak

penerangan jalan,yaitu membelitoken (pulsa listrik) untuk

pelanggan yang menggunakan listrik prabayardan membayar

rekeninglistrikyangmenggunakanlistrikpascabayar.PLN tidak

hanyamemasarkanpemasanganlistriktapijugamempromosikan

untukpenambahan daya dimasyarakat,penambahan daya yang

telah ditetapkan oleh PLN dengan melayanipenambahan daya

untukpelanggan-pelangganPLN.33

BABIIIPENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkanpembahasanpenelitiandiatas,penulisdapat

menyimpulkanbahwaPerananpemerintahdaerahmelaluiDinas

33https://media.neliti.com/media/publications/34898-ID-upaya-dinas-pendapatan-
daerah-dan-pln-dalam-meningkatkan-kontribusi-pajak-penera.pdfdiaksestanggal20
Oktober2021
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PendapatanDaerahdalam melakukanpemungutandanmengelola

hasilpajak daerah demi pemenuhan kebutuhan masyarakat

Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui regulasi,inovasi,

perjanjian kerjasama,dan turun ke lapangan.Pengenaan Pajak

PeneranganJalanberdasarkanketentuanPeraturanDaerahNomor

1Tahun2019TentangPajakDaerahmencukupiuntukmemenuhi

kebutuhanmasyarakatatasPeneranganJalanumum.Darirealisai

PendapatanAsliDaerahyangberasaldaripajakpeneranganjalan

PLN dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi

peningkatan.Sedangkan daripajak penerangan jalan non PLN

mengalamipenurunansebabsudahjarangmasyarakatsekarang

menggunakan penerangan jalan Non PLN dan semakin banyak

masyarakatyang menggunakan penerangan jalan darisumber

tenagalistrikPLN.

B.Saran

Saranpenulisdalam skripsiiniadalah:

1.UntukPemerintah Daerah,supayabisalebih memperhatikan

kebutuhan dan bisa terjun langsung melihat kondisi di

masyarakatsekitarnyaapakahmasihadayangperludibenahi

lagi atau diperbaiki supaya bisa memenuhi kebutuhan

masyarakattersebut,khususnyaterhadappeneranganjalan.

2.Untukmasyarakat,agarrutindalam membayarpajakdaerah

khususnyabagiwajibpajak.Karenauangyangdibayaruntuk

pajak akan digunakan untuk pengalokasian kebutuhan

infrastrukturpembangunanmasyarakat,bukanhanyamembuat
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lampupeneranganjalantetapijugahallainnya.
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